
NASMH AKADEMIK

MNCANGAN PERATUMN DAERAH KOTA SURABAYA

TENTANG

PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SUMBAYA

DISUSUN OLEH

Prof. Dr. Eman, SH MS

br. Agus Sekarmadji, SH M.Hum

Dr. Sri Winarsi, SH MH

Sri Setyadji, SH.,M.Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

20t3



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI 
"

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi N,l asala h

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

D. Metode

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajia n Teoritis

B. Kajian Praktik Penyelengga raalt Pengelolaan Tanah Aset

Pemerintah Kota Surabaya

C. Ka.jian , Terhadap Implikasi Pelepasan Tanah Aset

Pemerintah Kota Surabaya

BAB III EVALUASI DANANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

B. Landasan Sosiologis

C. Landasan Yuridis

BAB V IANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN WALIKOTA

A. Ketentuan Umum

B. Materi lvluatan Peraturan Daerah

BAB VI PENUTUP

1.. Simpulan

2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

1

4

4

E

I

77

12

1.7

LJ

23

24

29

3+

34

JL

32

33



BAB I

PENDAH ULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Petnerintah kota SLrrabaya didasarkan Undang-

Undang Nontor 16 Tahun 1950 tcntang pembentukan Daerah Kota Besar

dalam lingkungan Propinsi Jarva Trmur/Jawa Tengah/fawa Barat dan

Daerah Istimer,va Yogyakarta jrincfo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya, dan Daerah

Tingkar ll Surabaya. Pada atval pembentukann-ya pcmerintah Kota

Surabaya mempunyai beberapa asct vang berupa tanah yang berada di

barvah kekuasaannva. Tanah- tanah yang dikuasai oleh pemerintah Kcta

Surabava tersebut jika diteh.lsuri bcrasal daril:

1. Tanah-'fanah vang ber.asal dari pcninggalan pemerintah Kolonial

Belanda yaitu tanah dari eigendom Gemeent? Surabaya.

2. Tanah-tanah yang pcngadaannj'a dilakukan oleh pemerintah Kota

S u ra baya.

Dalant kaitannya dengan pcnguasaan tanah-tanah yang dikuasai

oleh pemerintalt kota Surabaya, khususnya yang berasal dari eigendom

gemeente maka jika tanah terscbut selain digunakan sendiri luga
dimaksutlkan dapat diberikan kepatla pihak ketiga dengan suatu hak, maka

dikonversi inenjadi hak pengelolaan. Jika tanah tel.sebut rligunakan sendin

untuk pclaksanaan tugasnva rraka djkonversi menjadi hak pakai.

Sebagainiana diketahui bahr,r,a pada tahun 1965 pelnerintah

mengeluarkan kebijakan mengenai Pelaksanaan Konversi Hak penguasaan

atas tanah Negara dan Kctentua it, Kcten tuan Tentang Kebi.;aksanaan

sclaniutnya yang dituangkan dalaln peraturan I\4enteri Agraria Nomor 9

Tahun 1965 [PlvlA 9/1965). Dalanr Pasa] 1 pMA 9/1965 dinyatakan bahr..,a

ISun)ardii- Ilok I'engelolartn, St (li Kos|'s lentttn,: pelakanaan ?et.ar,on -llcnrei Dolanl
\egeri Tontor I Tuhn 1917 Tenra,g Taro cot e l'ernohonan Dan penyelesaion pL,n;bertcrt Hok ,1t6s
Bagidn Bagtdn Tonah Hak Pengelol,trt .SL L! [,enJ.Aar.nrya di Kotanatlyct .!rrrrrrq,.a. .I.esis-

Pascasariana Uni\crsitas 1\irlang-sa. SLrtbula. 1995 h. l.



lika hak penguasaan aias tanah Negara tersebut digunakan sendiri oleh

departemen, direktorat, jar,r,atan dan daerah swatantra, niaka dikonversi

meniadi Hak Pakai, sedangkan menurut Pasal 2 PMA 9/1965 dinyatakan

bahwa jika tanah tersebut selain digunakan sendiri juga dimaksudkan

untuk dapat diberikan dcngan suatu hak kcpada pihak ketiga, maka

dikonversi menjadi hak pcngeJolaan. Dengan adanya kctcntuan tersebut

dapatlah dikatakan bahrva tujuan diberikannya hak pengelolaan kepada

subyek hukum tersebut, agar subyek hukum pemegang hak pengelclaan

tersebut dapat memberikan suatu hak atas tanah kepafl2 pihak ketiga yang

mernerlukan.

Terkart dengan pemberian hak kepada pihak ketiga inilah di

Surabava terdapat fenomena yang menarik karena tidak semua didasarkan

pada Peraturan Menteri Dalant Negeri Nouior 1 Tahun 1977 Tentang Tata

Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian Bagian

'fanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya2 dan Peraturan N'lenieri

Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun1999 Tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

sebagaimana telah dirubah dcngan Pcraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun

2071.

Di Surabaya pemberian bagian tanah hak pengeloalaan selain diatur

dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya

Nomor 27 Tahun i1995 Tentang Tata Cara Mendapatkan Hak Guna

Barrgunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan

rvValikotamadya Kepala Daerah Tingkrt ll Srirabaya Nomor 17'fahun 1996

Tentang Perubahan Pertama Kepuiusan Walikotarnadya Kepala Daerah

Tingkat II Surabaya tl-omor 27 Tahun 1995 Tentang Tata Cara

Mendapatkan Hal< Guna Bar,gunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan

Pernerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sural-.aya, juga diatur dalam

t Pcraturan Menteri Dalam Neseri Nomor I Tahun 1977 rni telah dinl,atakan ridak b€rlaklr
dengan kcl'..ramva Peraturan \,lenteri Negara Agraria,/ Kepala BPr.\ Nomor 9 Tahun I999.
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Peraturan Daerah Nomor 'l Tahun 1997 Tentang lzin Pemakaian Tanah

dan Keputusan \{alikotamadya Kepala Daerah Tingat II Surabaya Nomor I

Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pernakaian Tanah.

Dalam Pcraturan Daerah Tingkat Il I(otamadya Surabaya Nomor 1

Tahun 1997 tentang lzin Pemakaian Tanah (Perda 7/7997) diatur tentang

pemberian izin pemakaran tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota

Surabaya. Izin Perlakaian Tanah sebagaimana tlisebutkan dalam Pasal 1

hurul I Pen].-r l/l9o? .rdalah izin ,vang diberrkan olch wa likou:'nad)';r

Kepala daerah atau pciabat,i,ang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan

merupakan hak pakai atllu hak hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur

dalam Undang-UncianlNerter.lTahuLl1i0,

Dalam mendapatkan izin pemakaian tanah tersebut maka

berdasarkan Pasal 4 Perda 1,/7997 orang atau badan hukurn tersebut

harus mengajukan permohonan kepada r,valikota atau Peiabat yang

ditunjuk, Pemegang izin pemakaian tanah berkervajiban untuk:

a. Menrbavar retribrrsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Mematuhj dan mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam sut'at

izin pemakaian tanah.

c. ir4ernakai tanah sesuai clcngan peruntukan sebagaimana tersebut di

dalam surat izin pemakaian tanah.

Dari apa yang digarisbarvahi di at;rs maka nampak bahrva rzin

pemakaian tanah yang Ciberikan kepada pihak yang memerlukai, bukanlah

pemberian hak sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Notnor 5

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [UUPA).

Dalam perkenibangannya banyak '"varga vang mendapatkan ijin

pernakaian tairirh tetalli tidak bersedia membayai'ke'"r,aiibannya. Salair s:: ir,t

alasan tidak 'oersddia inembayar l<arena disamplng aiasan ekono:ni,

masyal'akat iuga merasa sudah men:baya: Palak Bunii dan Bangunan (FDB).

Sebagaimana diketahui bahlva salah satu tugas dari penrerintah

adalah untuk memberikan pengayoman kepada ralryat. Untuk itu m:rka
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pemerintah Surabaya bermaksud melepaskan [anah aset yang dimiliki

dengan tanpa merugikan Pemerintah Kota Surabaya sendiri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan setelah melakukan.jejak

pendapat dengan masyarakat serta melakukan diskusi dengan perangkat

daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka dalam hal

pelepasan tanah aset Pemerontah Kota Surabaya terdapat beberapa

permasalahan, yaitu:

1. Kriteria tanah yang akan dilepas,

2, Mekanisme Pelepasan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya.

3. Hak dan keu,a;lban pihak yang mengajukan permohonan untuk

mendapatkan hak aias tanah.

C. Tuiuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Peru ndang-undangan menegaskan bahwa setiap pembentukan

Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota disertai dengan

keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut Cengan naskah

akademik. Naskah akademrk adalah naskah hasil penelitian atau

pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah

tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai

pengaturan rrrasalah tersebut dalam suatu Rancangarr Unciang-Undang,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraiuran Daerah

Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap perinasalahan dan kebuiuhan

Iiukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi tet sebui naskah akademik bertujuan untuk

melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masaiah 1,'ang

solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan pcrundang-
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undangan. Dengan demikian naskah akademik berguna sebagai alasan,

pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perun dan g-undangan.

Untuk itu dalam kaitannya Pemerintah Kota Surabaya yang

bermaksud membentuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelepasan

Tanah Aset khususnya Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan

melakukan pene]itian dan kajian atas permasalahan dan solusi

penyelesaian masalah tentang pelepasan tanah aset Kota Surabaya.

Dengan adanya kajian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai

dasar pemikiran dan pedoman dalam menyusun substansi Peraturan

Daerah tentang Pelepasan Tanah Asel Pemerintah Kota Surabaya.

D. Metode

Dalam penyusunan naskah akademik ini digunakan metode

yuridis empiris atau sosiolegal yaitu penelitian vang dilakukan dengan

terlebih dahulu melakukan penelitian normatif atau menelaah terhadap

peraturan peru ndang-undangan yang dilanjutkan dengan obsen,asi irang

mendalarn untuk mendapatkan faktor non hukum yang terkait dan yang

berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang

Pelepasan Tanah Aset.

Hasil telaah dari kaidah-kaidah hukum yang berupa peraturan

perundang-urrdangan dan analisis data, kemudian dirumuskan menjadi

rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan Peraturan

Daerah, Metode ini didasarkan pada suatu pemikiran bahrva agar suatu

peraturan itu didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang iepat dan

dapat diberlakukan secara efektif maka harus berlandaskan pada

kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Secara sistematis penyusunan naskah aka.iernik dilakuxan rnelalui

tahapan-tahapan .yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan

meliputi:

a, Identifikasi masalahan terhadap pelepasan tanah aset pemerintah

Kota Surabaya.
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b. lnventarisasi bahan hukum yang berkait dengan pelepasan tanah aset

Pemerintah Kota Surabaya.

c. Pengumpulan data.

d. Sistematisasi bahan hukum dan data empiris.

e. Analisls bahan hukum dan data empiris.

fl Per:,ncangan dan penuJisan

Rangkaian tahapan dimula; dengan inventarisasi dan identifikasi

terhadap permasalahan wewenang pemcrintah Kota Surabaya terhadap

tanah aset yang dikuasainya. Selanjutnya dilakukan inventarisasi sumber

bahan hukum yang relevan (prirner dan sekunder), yaitu peraturan

perunda ng-undangan yang berkaitan dengan pelepasan hak serta

pengumpulan data yang terkait dengan pemakaian tanah aset Pemerintah

Kota Surabaya. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keselumhan

bahan hukum dan data yang ada, Proses sistematisasi ini juga

diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep,

doktrin serta bahan i'ujukan iainn1,a. Rangkaian tahapan tersebut

dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan

pelepasan hak atas tanah yang merupakan asset Pemerintah Kota

Surabaya. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi

rekomendasi yang mendukung perlunya pemahaman terhadap

mekanisme pelepasan tanah yang merupakan aset Pemerintah Kota

Su rabaya untuk keperluan masyarakat.

Secara garis besar proses penlusunan peraturan daerah ini

meliputi tiga tahap yaitu: 11. tahap Identifikasi, 2) tahap penyusunan

naskah akademik, dan 3l tahap komunikasi

1. Tahap identifikasi

Tahap ini diarvali dengan melakukan diskusi terkait dengan tanah

aset Pernerintah Kota Surabaya dimana banyak pernegang izin

pemakaian tanah yang tidak melakukan pembayaran. Dari diskusi

tersebut selanjutnya tim penyusun melakukan identif,kasi atas

permasalahan, baik permasalahan hukum malipun permasalahan non
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2.

hukum terkait banyaknya n)asyarakat yang tidak ntelakukan

pembayaran dan rencana pelepasan tanah aset Pemerintah Kota

Surabaya.

Tahap Penyusunan l.Jaskah Akademik

Berdasarkan hasil idcntifikasi permasalahan tersebut di atas

dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik riengan

berpedoman pada Teknik Penyusunan Naskah Akademik yang

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan berpedoman

Undang-undang tersebut, diharapkan substansi naskah akademik ini

dapat menjadi pedoman dan arahan dalam penyr.rsun Rancangan

Pera tura n Daerah Kota Surabava.

Tahap Komunikasi

Untuk mendapatkan masukan baik dari pemerintah maupun pihak

yan8 terkait dengan pelepasan tanal) aset Pemerintah Kota Surabava,

maka diperlukan komunikasi. Kornunikasi ini dimaksudkan untuk

mendapatkan bahan yang lengkap, sehingga Peraturan Daerah Kota

Surabaya dapat diberlakukan sesuai dengan yang diharapkan.
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BAB II

KAIIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRlS

Kaiian Teoritis

1. Hak Atas Tanah yang Dikuasai Pemerintah Daerah.

Pada masa kolonial tcrdapat tanah j'ang tundilr pada hLrkum adat dan ada

tanah yang tunduk pada hukum barat. Tan.ih tanah terscbrtt setclah

berlakunya l.JUPA dikonversi sesuai dengan hatr:-irak atas talr:th menurtlt

LIUPA. Akan tetapi de,rgan bcr-lakunva tlllPA tcrn!'ata masih banyak tanah

negara yang dikuasai oleh tnsransi-instansi pelnelintah, direktorat dan

jawatan tanpa disertai hak :t:as tanah yaltg ielas. Dengan keluarnya

9/1965, maka jika penguasaan atas tanah negara terscbitt digunakan

sendin oleh departemen, dtrekiorat tjan daerah srvatantra maka

dikonversi menjadi hak pakai (Pasal I PiUA 9/19651. lika tanah tersebut

selain digunakan sendiri juga dimaksudkan untuk dapat diberikan dengan

suatu hak kepada pihak ketiga maka dikon,.'crsi menjadi Hak pengelolaan

fPasal 1 PMA 9/ L965).

A.1. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau

melnungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara, atau

tanah milik orang la in yang mernberi wewenang dan kewajiban yang

ditentukan oleh keputusan pembcriannt'a oleh kervaiiban yang

ditentukan dalam keputusannya atait dalam perjaniian dengatr

pemilik tanahnya, yang bukan pcrjanjian se\va'nlrllvevra atau

perjanjian pengelol.than ranah.

Hak Pakai ada yalig dibat:.ri jangka r';akiu,:rda yang tidak

dibatasi jangxa i1'aktu. ilak p:i::i penrerintah kota Surabaya

termasuk hak pakai yang tidak tlibatasi jangka 
"vaktu 

denga:r

demikian nrempunyai sifat tidak dltpat ciipinria htanga nkan iian

harus terdaftar. Oleh karena tidak rlar;at dipinciah ta ngankan m.rka
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dalanr hal ada i',ihak )ain yang merrci-lukan rlaka dapat ditempuh

mekanisme pelcpasan hak pakai (Pasa) 45 PP 40 Tahun 1996J.

Setelah tanah tcrsellut dilepaskan nraka staius tanahnya menjadi

tanah negara dan pihak yang ntenerlukan dapat ntengajukan

permohonan hak.

Bcrdasarkan ketentuan Pasal 55 r1'at (1) Peraturan Pcmerintah

Norlor 40 Tahun 1995 hak pakai trapLts karerr:t:

a.Bcrakhirnya lattgka rvaktu sebagaimana dttctapkan dalam

keputusah pemberian atilu perpaniangannya atau dalam

perja nlia n pu u ) be ria.r n nva;

b. Dibatalkan oleh pejabat yang benvenang, pemegang hak

rvaktu nya bc rakhir, ka r-ena:

1. Tidak dipcnuhinva kervajiban -ker..'aiiban pemegang hak dan

atau dilanggarnl'a ketentuan'ketentuan sebaga ima na

dimaksud dalam Pasal 50, Pasai 51 dan Pasal 52 Peratur:rn

Pe rnerintah Nomor.10 Tahun 199 6;

2. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban -kewa jiban

yang tertnang dalam pcrjaniian pentberian hak pakai antara

pemegang hak pakai dan pemegang hak milik atau perjaniian

penggirna an hak pengelolaan;

3. Putusan pengadilan yang telah men:punyai kekuatan hukum

tetapj

c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum

jangka rvaktu berakhir;

d. Dicabut berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;

e. Ditelanta rka n;

f. Tanahnya musnah;

g. Kctentuan Pasal .i0 a)'at (21 Peraturan Pemerintah Nomor 40

Tahun 199 6.
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Dari uraian terscbut nampak bahiva hak pakai ciapat dilepaskan oleh

pemegangnva dan setelah tanahnya drlepaskan mengakibatkan hak

pakai tersebut hapus dan menjadi tanah negara.

A. 2. Hak Pengelolaan.

Hak pengelolaan tidak disebutkan dalam Ut.jPA. Hak ini pertama kali

muncul dengan atlanya PMA 9/1965 Dalam Pasal 1 PMA 9/1955

dinyatakan bahrva jika hak penguasaan atas tanah Negara tersebut

digunakan sendirr oleh departemen, direktorat, janatan dan daerah

srvatantra, mal:a dikonversi menjacii Hak Pakai, sedangkan menurut

Pasal 2 dinyatakan bahrva jika tanah tersebut selain digunakan

sendiri luga dimaksudkan untuk dapat diberikan dengan suatu hak

kepada pihak ketiga, rnaka dikonversi nreniadi hak pengelolaan.

Wer,venang pemegang hak pengelolaan ada lah:

a. Merencanakan peruniukan dan penggunaan tanah yang

bersangkuta n

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan

tugasnya

c. Memberikan bagian-bagian dari ranah itu kepada pihak ketiga

dengan suatu hak.

Atas dasar keu'enangan tersebut maka pemegang hak pengelolaan

dapat mernberikan bagian-bagian tanah hak pengelolaannya kepada

pihak ketiga. Ivlekanisme pemberian hak kepada pihak ketiga ini

diatur daiam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor

9 Tahun 1999. Sebelumnya pengaturan mengenai mckanisme

pemberian bagian dari tanah hak pengelolaan tersebut diatur dalam

Peraturan l\4enteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 1,977 yang sekarang

sudah dinyatbkan tidak berlaku se;ak dikeluarkannya Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun i999.

Dalam pemberian bagian tanah hak pengelolaan tersebut

kepada pihak ketiga maka harus tcrlcbih dahului meirperoleh

penunjukan herupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang hak
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pengelolaan dan selanjutny.a dilakukan permohonan hak

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (21 Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

Pengelolaan.

Dalam hal perrcgang hak pengelolaan su,,lah trdak

rnemerlukan tanah lagi maka pernegang hak pengelolaan dapat

melepaskan hak tersebut. Setelah tanahnya menjadi tanah negara

maka pihak yang memerlukan dapat mengajukan permohonan hak

baru.

Kaiian Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah

Kota Surabaya

Di Surabaya pemberian bagian tanah hak pengeloalaan kepada pihak ketiga

diberikan melalui dua cara yaitu:

1. Dengan cara memberikan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak

Pengelclaan

2. Dengan cara memberikan Izin Pemakaian Tanah di atas tanah Hak

Pengelolaan.

Dalam kaitannlra dengan pemberian Hak Guna Bangunan di atas

tanah hak pengelolaan untuk pertama kali diatur dalam Keputusan

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 27 Tahun 1995

tentang Tata Cara Mendapatkan Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak

Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kemudian

diubah dengan Keputusan Walikotanradya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya

Nomor 17 Tahun 7996 Tentang Perubahan Pertama Keputusan

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1995

Tentang Tata Cara Mendapatkan Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak

Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Sedangkan

untuk pemberian izin pemakaian tanah diaiur dalam Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 1997 Tentang lzin Pemakaian Tanah dan Keputusan
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lValikotamadya Kepala Daerah Tingat II Surabaya Nomor l Tahun 1998

Tentang Tata Cara Penyelesaran Izin Pemakaian Tanah.

Penrberian hak guna bangLrnan maupun izin pemakaian tarah di atas

hak pengelolaan Ci Kota Surabay'a nrerupakan kervenangan Penienntiih Kota

Surab:rya yang dilimpahkan keparil Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan.

Hal ini sesuai dengan Susunan Organisasi Tata Kcrja di Pemerintah Kota

Sulabaya, dimana penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Dacrah di

Pemerintah Kota Suraba_va dilakukan oleh 2 [dua) instansi yaitu : 1) Dinas

Pengelolaan Tanah dan Bangunan dan 2) Bagian Perlengkapan Sekretariat

Daerah Pemcrintah Kota S urabava.

C. Kaiian terhadap lmplikasi Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota

Surabaya

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pelepasan Tanah Aset

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu upaya hukum yang

bertujuan untuk mernberikan dasar hukum dan prosedur bagi Penrerintah

Kota Surabaya dalam melepaskan tauah yang merupakan aset Pemerintah

Kota Surabaya atas permohonan seseorang atau badan hukum yang telah

menguasai tanah dengan dasar izin pemakaian tanah. Dalam menjatvab

permasalahan tentang kriteria tanah yang akan dilepas, mekanisme

pelepasan serta hak dan ker+'ajiban pihak yang mengajukan permohonan

untuk mendapatkan hak atas tanah maka peraturan daerah ini memuat

ketentuan tentang:

L. Subyek dan obyek pelepasan tanah.

Dalanr kaitannya dengan subyek yang akan menerima pelepasan adalah

orang yang telah mendapatkan izin pcrlakaian tanah n.iinim;rl 20 tahun

berturut-turut. Rasio dari adanya persyaratan tersebut atlalah agar tanah

yang akan dilepaskan nanti benar-benar jatuh kepada orang yang

memerlukan dan tidak jatuh kepada para spekulan tanah. Sedangkan

obyek acalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Sura'cai;: r)engan

hak pengelolaan yang telah diterbitkan izin pemal.:aian ta;rah. Sedangkan
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hak pak.ri al,rr i:tn::h.iiset \,ang statusn)'a masih tan:tlt rtgal.t. tidak Lii

lr:p:skan. Dengan:adan1,a syarat bah\^,a orang yang riapat nretrrpeiolcir

tanah dari hasil pelepasan adalah ,-rrang yang telah mendapatkan Izin

Pemakail:n Tanali, m;,ka scbenarnl'a izin pernakaiatr tanah tiCak bisa

diberikan di atas tanah h:rk pakai. Karcna hrk pakai instanst i:r.tnerintah

han:s i1:g'.rn:rkan senriiri untul- pciaks:rnaal: tiignsnya. Seherrar.-r;'a hak

pakal itu sendiri dap:t dilepaskan, akan tttapi dcngan adanva s'z;rrat

bahr.,,a pcrnohon harus pemcg:rng Izirt i)cmakaian Tanalt, tt.ra!:a secar;r

yuridis tidak nr',lngkrr.t. i.,.'ii..;rg <:;n .:.-;r..ir ,t.si:i "ir,: I:lraill i',.'1'11'1i5 r:,1.1il

neg:ra tidak ,:ng'i;i; ilriltk,-:k.tl'l ir.i?}',..1., f-ri,ir-,.i .r.iiL:,I: pr'!'rI:rJ..r:

rei:.ei;Lir \f,rri:si'j'.:,r rIclij,rdi tanah ncgaIJ. ]:r,'i 'i:rl:t'-r 'rtr !:il ;r.ll t.l',;.il
nr's ,r . 1...:': .,J.1 r,-:, i- j..rn.

2. Tata cara Permohonan Pc'lepasan Hak Atas'l'anah

Dalarn pelepasan tanah aset Pemerintah Kota Surabay.r, illaka hanrs

didahului dengan pengajuan permohonan .lengan memetlulti syarat:

Pil.rak i,zpo memerlukan harus telah ntempunyai izin pemakaia;r ianah

selanra 20 tahun berturut-turut. Dalam hal pemohon mcnguas.ri atas

dasar pervarisan maka pemohon harus meiruniukkan lzin peniakaian

tanah yang nrasih berlaku stas narna pe\v.rri:.

Agar tanah yang dimohon benar-benar dipergunakan unruk rumali

tinggal dan bukan digunakan sebagai cbyek spekulan tanali maka

dipers-varatkan bahrva tanah yang dimohon adalah tanah yang htasnya

tidak lebih dari 25b mZ dan digunakan untuk rumah tinggal. Sebagairnana

diuraikan di atas bahu,a banyak rvarga I'ang mendapatkan ijin pemal(aian

tanah tctapi tidak bersedia membayat'kcnraji-l-'ari:nya. Salah sat'.i alasat.r

tidak ber scdia membayar karena disantpinq alasar ekc,ronti' mer'eka

sudah terbe'cani pembayaran Pa;ak Burrli Dan BatrgLl:l.ir-1. i.lereka

sebagian besar menguasai tanah tidak icbih dar i 250 m? ii;rt
dipergunakan untuk tempat tinggal. Sehingga persyilr'.ttarl t{.i-selrtll

mutlak harus dicantuntkan agar pelepasan tailah assct Pemkot SuI'abaya
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tepat sasaran. Scldin itu agar tidak jadi obyek spekulasi dan hanya jatuh

pada sebagian kecil masyarakat maka jika seseorang mempunyai lebih

dari satu Izin Pcmakaian Tanah maka yang dapat dilakukan peiepasan

untul: dijadikan hak milik hany-alah satu bidang. Selain ittr agar pihak

yang nantinya nremperoleh tanah adalah benar benar orang yang berhak

memperoleh, mlka dalam hal terjadi sengl:eta tidak dapat dilakukan

pelepasa n.

Pelepasan hak atirs tanah harus mr,'ngandung prinsip-prinsip saling

menguntungkan para pihak bilik penlerintalt maupun pihak yang

membutuhkan, untuk itu maka pihak pemohon juga harLrs melunasi

pembayaran gantr kerugian atas dilepaskannya tanah asset tersebut

3. Hak dan Kervajibah Pemohon

Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan hak atas tanah terhadap

tanah yang sudah dilepaskan. Pengajuan permohonan tersebut harus

dilakukan karena dengan dilepaskan hak terscbut maka berstatus tanah

negara. Disantping itu pemohon mempunyai kervajiban antara lain:

1) Menaati seinua peraturan yang tcrkait dengan pelepasan hak atas

tana h.

2) Membayar ganti rugi yang iumlah dan cara pembayarannya scsuai

dengan yang d itetaPkan,

3) Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya.

5. Kepanitiaan

Untuk menetapli'an keputusan pentberian pelepasan aias ianah aset

Pemeriniah Kota Surabaya dibentuk Panitia yang disebut Panitia

Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya )rang susunanilya

ditetapkan secara ex - officio yang tercliri dari unsur Sekre[aris Daerah,

Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Pellgelolaan Bangunan dan

Tanah, Sekretaris Dinas Pengelolaan Bangunan Can Tanah, Kepala

Bagian Perlengkapan, Kepala Bidang Pernanfaatan Tanah, Kepala Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pendapatan dan Petigelclaan

Keuangan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala
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6.

7.

Bidang Perigadaan dan Pcngamanan, Kepala Bidang Pengendaiian,

Camat setempat, Lurah setempat, Ketua Rukun Tetangga dan Rukun

Warga setempat.

Peneta pa n Besarnya Canti Kc rugia n

Kepada pemohon pelepasan hak atas tanah aset Pemerintah Kota

Surabaya yang permohonannya drkabulkan dilvajibkan untuk membayar

ganti rugi kepada Pemerintah Kota Surabaya. Besaran ganti rugi yang

rvajib dibavar oleh pemohon kepada Pemerintah Kota Surabaya

ditetapkan oleh Panitia Pelepasan Tanah -A^set Pemerintah Kota

Surabaya berdasarkan perhitungan yang dilakukan berdasarkan

kead aan-keadaan, kondisi, dan hal-hal laln yang dihirung pada lvaktu

permohonan dia;ukan oleh pemohon. Peniiaian ganti rugi tersebut

dimaksudkan untuk mendapatkan niiai rvajar, dengan istimasi terendah

menggunakan Nilai Iual Obyek Pajak. Ilal ini sesuai dengan ketcnruan

Pasal 39 ayat [3) Peraturan Pcnterintah Nomor 6 TahLrn 2006

senbagaimana telah dirubah dengan Pcraturan Pemcrintah Nontor 3B

Tahun 2008. Selain itu berkaitan dengan penentuan besaran ganti rugi

juga telah diatur dalam Pasal 62 ayat [3J Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 201.2 yang menyebutkan bahrva: "Perhitungan perkiraan nilai

tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2.) dengan

memperhatikan nilai jual objek pajak dan/atau harga umum setempat

yang dilakukan oleh Penilai Internal yang dibentuk dengan Kcputusan

Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang

bersertifikat di bidang penilaian aser". Dari uraian tersebut maka

besarnya ganti kerugian didasarkan perhitungan panitia dengan

istimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

Ketentuan Sanksi

Sanksi yang diaqur di dalam Peraturan Daer.ah ini merupakan sanksi

terhadap keridakmampuan pemohon yang telah mengajukan

permohonan untuk membayar nilai ganii rugi yang diietapkan oleh

Panitia Pelepasan Tanah Aset PemerinLah Kcta SuraL'aya. Dalarn hai

halainan l5 dari 37



B,

9.

terjadi ketidakmampuan men)bayar dan }ial itu tidak treudapatkan

kebijaksanaan khusus dari Pernerintah Kota Sulabaya, padahal

pcrmohonan pelepasan hak atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya

tclah dikabLrlkan, maka pelcpasan h:rk atas tanah asset Pcmerintah Kota

Surabaya tersebut bat:rl l:arena hukurrr, sehrngga kembali rnenjadi aset

rnilik Pemorintah Kota Suraba) a.

Ketentua n Peralihan

Ketentuan peralihan dimaksudkan untuk mengatur- peristirva hukum

yang berkaitan dengan pelepasan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya

yang mungkin sedang diperoses berclasarkan pcraturan lain yang pada

saat Peraturan Daerah ini disusun, proscs dirnaksud sedang berlangsung.

Untuk memperoleh kepastian hukutn terkait dengan perubahan

peraturan atau regulasi, peristiri'a demikian jtu perlu diatur di dalam

Ketentuan Peralihan dalan] Peratulan DaeIah ini.

Ketentuan penutup

Ketetuan penutup r.nerrtL.rakan peitgilturan tentang kepastian hukum

akan keberlakuan rancangan peraturan daerah dan bagaimana

konsekuensinya ,terhadap kegiatan pcng.lolaan tanah yang bersifat

teknis yang tidak diatur daiam Pcratura)1 daerah ini,
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BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam pembentukan Peratuan Daerah tentang Pelepasan Tanah Asset

diperlukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-

undangan yang ierkait, baik secara vertrkai maupun secara horinsontal. Dengan

demikian dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pelepasan Tanah Asset

maka peraturan perun dang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis adalah

peraturan perun dang-u ndangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria [UUPA)

Sebagaimana disebutkan di atas, hak atas tanah yang mungkln dinrpunyai

oleh Pemerintah Da'erah adalah hak pakai dan hak pengelolaan. Dalam hal

hak pengelolaan, UUPA tidak mengatur hak tersebut. Sedangkan hak pakai

dalam UUPA diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43. Dalam pasal

tersebut tidak diatur tentang mekanisme peiepasan hak pakai, tetapi hanya

diatur ientang peralihan hak pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 43

yang menyebutkan bahwa [1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai

oleh negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain

dengan izin pejabat yang berwenang. [2J Hak Pakai atas tanah milik hanya

dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam

perjanjian yang bersangkutan.

?. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Dalam Pasal 1 Peraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, rian Hak Pakai Atas Tanah rr,enyatakan

bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang

kevrenangan pelaksanaannya sebagian riilimpahkan kepada pernegangnya.

Dalam hal tanah hak pengelolaan tesebut sudah tidak dikeher,daki maka

pemesang hak penge . Sedangkan dalam

Pasal 45 ayat [1) disebutkan bahwa Hak pakai sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 42 dibcrikan untuk;angka rvaktu paling lama 25 tahun dan

dapat diperpaniang untuk;angka waktu 20 tahun atau diberikan untuk

jangka waktu yang ridak ditentukan selsma tanalrnya dipcrgunakan untuk

keperluan tertentu. Dalam penjelasan Pasal 45 disebutkan bahwa hak pakai

dapat nula diberikan untuk tvaktu yang tirlak ditenttrkan selama tanahnya

digunakan untuk kepcrltian tertentu. Hal ini dirnaksudkan untull menjamin

dipenuhin),a keperluan tanah untuk l<cperluan tertentu secara

berkelaniutan, Inisaltrva untuk keperluan kantor lenlbaga pemerintahan,

untuk kantor per'"vakilan negara asing dan pcrwakilan badan internasional

beserta Kepala Per',r,a kilannya dan untuk keperluan melaksanakan fungsi

badan keagamaan dan badan sosral. Hak pakai yang Ciberikan untuk iangka

waktu yang tidak ditentukan selama tanahn;ra dipergunakan untuk

keperluan tertentu:trCak dapat dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi

dapat dilepaskan oleh pemegang hakn)'a sehinsga menjadi tanah negara

untuk kemudian dinrohon dengan hak baru oleh pihak la in tersebut.

Dari uraian penjelasan Pasal 45 tersebut natnpak bahwa hak pakai yang

tidak dibatasi iangka rvaktunya tidak dapat dialihkan akan tetapi dapat

dilepaskan. Akibat ;:elepasan tersebut m;ika status tanah menjadi tanah

negara, sclaniutnya pihak yang mernerlukan dapat mengajttkan

permohonan hak.

3. Peraturan Pemerintah Repubtik tndonesia Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana

Telah Dirubah Detrgan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia

Nomor 38 Tahin 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentaug Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 PP 67'2006 scbagairn:na dtrubair dengan PF 38/2008,

Walikota berkedudukan seiaku pemegang kekuasaan pcngeloiaan barang

rnilik daerair yatlg secara atributif memiliki '.^1e\.1'enallg sebagaimana Ciatur

dalam Pasal 5 ayat(2J PP 6/2006io 38/2C0B,yang rumusannya:
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Pasal 5

(1) Cubernur/bupatr/rvalikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
barang milik daerah.

(?) Pemegang kekuasaan pengelo)aan barang milik daerah mempunyai
wetvenang:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milikdaerah;
b menetapkaD penggunaan, penranfaatan atau pem indahtanganan

tanah dan bangunan;
c. menetapkan kebijakan penElamanan barang milik daerah:
d. raengalukan usuJ pemindahtangana n barang milik daerah yang

memedukan persetujuan DPRD;

e. menyetujui usul pemindahtanganan daD penghapusan barang milik
daerah sesuai batas kervenangannya;

f men)'erujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah
dan/;ttau ba ngunan

PP 6/2006 jo 38/2008 tersebut merupakan landasan hukum dalam rangka

pelepasan tanah aset Pernerintah Kota Surabaya. Walikota memiliki

wewenang untuk menghapuskan barallg milik daerah sesuai dengan

kervenangannva, termasuk akan tetapi tidak terbatas barang daerah yang

berupa tanah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 58 ''

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah

mendapat persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, untuk:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b selain tanah dan/atau bangunan 1'ang bernilai lebih dari

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
(2) Pemindahtanganart barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak
ntemerlukan persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, apabila:

a, sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganii

sudah disediakan dalam dokunren penganSSaran;

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukkan bagi kepent!ngan umumj dan

e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

memiiiki kekuatan hukum terap dan/atau berdasarkan ketentuan
perundang-u ndangau, yang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis
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Pasal 59
Pemrndahtanganan barang milih r.iaerah berupa tanah danfatau bangurran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan

Keputusa n Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang lzin

Pemakaian Tanah.

Izin Pemakaian Tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal t huruf

f Peraturan Daerah Nomor l Tahun 1997 adalah izin yang diberikan oleh

Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai

tanah dan bukan tnerupakan hak pakai atau hak hak atas tanah lainnya

sebagaimana diatur dalam UUPA. Dalam mendapatkan izin pemakaian

tanah tersebut maka orang atau badan hukum terebut harus mengajukan

permohonan kepada rvalikota atau Pejabat yang ditunjuk Sedangkan

kervajrban Pemegang izin pemakaian tanah adalah sebagai berikut :

a. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Ir'lematuhi dan mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam surat

izin pemakaian tanah,

c. Memakai tanah sesuai dcngan peruntukan sebagaimana tersebut di

dalam surat izin penlakaian tatlah

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun

2012 disebutkan bahr'va penghapusatr barang milik daerai-r melipttti

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan penghapusan dari Daftar

Barang Milik Daerah. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan

Pengguna Barang. Sedangkan penghapusan daii Daftar Barang Milik

Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemusnahan, sudah beralih

6.
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kepemilikannya atau scbab lain termasuk putusan pengadilan yang telah

bc rkekuatan hukum tetap.

Penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan atau

bangunan atau selain tanah dan bangunan ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah setelah mendapat persetuiuan DPRD. Penghapusan barang

milik daerah berupa tanah dan atau bangunan tidak memerlukan

persetuiuan DPRD jika;

1J Bangunan dimaksud harus segera dibangun kembali (rehab total)

sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan

membahayakan.

2) Peminda htanga na n atau karena sebab'sebab lain yang tidak

memerlukan persetujuan DPRD.

Dari uraian tersebut maka dalam kaitannya pelepasan tanah aset milik

Pemerintah Kota Surabaya, maka diperlukan persyaratan:

1) Tanah tersebut tcrdaftar dalam Daftar Barang Milik Daerah.

2) Persetulua n DPRD.

3l Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Di bawah ini dikutip ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 14 Tahun 2012 yang berkaitan dengan pelepasan tanah aset

Pemerintah Kota Su rabaya.

Pasal 62 Peratltran Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012:

(1) Tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai daerah dapat dijual
kepada Pihak lain.

(2) Peniualan tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelepasan hak

atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dapat

diproses dengan pertitnbangan menguniungkan daerah.

(3) ...
(4)....
(s)....
(6) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara

ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat [2] dilaksanakan

melalui proses persetuiuan sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 59 ayat ( 1).
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Rumusan Pasal 59 ayat (1J Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 14 Tahun 2 012:

(1) Pemindahra nga na n barang milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5B dilakukan setelah mendapat
persetuluan DPRD, meliPuti:
a. tanah da n/a tau bangunan;
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari

Rp 5.000.000.000,00 [lima miliar rupiahJ;

Secara normatif tidak terdapat hambatan hukum bagi Pemerintah Kota

Surabaya dalam hal hendak melakukan tindakan pelepasan tanah aset yang

dikuasai oleh Pemeritah Kota Surabaya, akan tetapi secara procedural

tahapan-tahapan yang dtatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri maupun Pertauran Daerah yang berkaitan dengan

pengelolaan barang rnilik daerah harus dipatuhi. Dalam rangka

mewujudkan kepatuhan hukum itulah, maka disusun Peraturan Daerah

tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSILOGIS DAN YURIDIS

Landasan Filosofis

Landasan Filosofls penyusunan Peraturan Dacrah tentang

pclepasan ranah aset Pelnerintah Kota Surabaya ticiak tcricpas dari

pandangan hidup, kesadaran dan cita hukutn i-,,angsa Indonesi; yang

bcrsunrber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Nr:raga Reoublik

Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disingkat UUDRI l945J BerCasarkan

Pernbukaan UUDRI 1945, salah satu tuiuan negara adalah ,vang

melindungi segeirap bangsa Indonesia dar selurtrll tLrmpah darah

Indonesi:i Can untuk meniaiukan keseiahteraag unium Saialt satu ukuran

tercapain)'a kesejahteraan umum adalah mininlal terpenuhinya

kebutuh.rn pangan, sandang dan papan. Untuk tcrsedianya Dapen (lrlmah)

maka diperluka n tanah.

Petla sisi factual, ketersediaan tanah rnakin lama makin sedikit,

tidak scirribang clengan pertumbuhan pcnCudtrk yang inelrlcrlukan tanah'

Kctiriaksoimbangan tei-sebut mengakibatkan harga tanah semakin iinggi

dan sulii dtjangkau oleh masyarakat berpenghasiian rcniiah Llntltk

r.rengatasi kebutuhan tersebut maka ada bebelapa cara yang ciapat

dilakukan yakni riengan melakttkan perjalljian seiva untuk bang''tnan

dengan pernilik tanah, ada pula yang mengaiukal-! izin penrakaian rumah

kcpada pemerintah daerah, dan bahkan ada vang menguasai tanah tanpa

izin yang berhak, atar.r kuasanya, sehingga hal itu ieias bertenttrngall

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 51/Prp,/1960 Tentang

Penguasaan 1'anah Tanpa izin Yang Berhak. Seiiangkan mereka yang

menguasai tanah dengan sewa dan izin pemakaiar: tanah dari penrerinlalt

jelas mereka akan terbebani oleh ke"vajiban membal 'rr se\''"1 dan

retr!bus i.

Untuk nlencapai tujuan negara yakni meningkatkan keseiahteraan

umum, ntaka pemeritttah mempunyai kewajiban u;ltuk menlber:kan
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pengayoman kepada rakyatnya. Dengan masih banyaknya masyarakat

yang menguasai tanah tanpa hak atas tanah yang jelas untuk memenuhi

kebuluhan rumah, maka salah satu tugas yang harus dilakukan oleh

pemerintah aiialah memberikan tanah dengan status tanah hak yang jelas'

Selarn bertujuan untuk rneningkatkan kesejahteraan pada masyai-akat,

Pemerintah Kota Surabaya dalam membentuk Peraturan Daerah tentang

Pelepasan Tanah Aset tersebut adalah dalam rangka memberi kcpastian

hukum kepada masyarakat yang meliputi kepastian subyek, kepastian

ob,"'-ek dan kepastian status haknya.

Landasan Sosiologis

Kota Surabaya memiliki luas rvilayah kurang lebih 326'37 KmZ

yang terbag! atas 31 Kecamatan dengan 160 Kelurahan lVilayah Kota

Surabaya sccara administratif dibatasi oleh:

. Sebelah Utara : Selat Madura.

. Sebelah Timur : Selat Madura.

. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Sebagai kola metropolitan, penduduk surabaya juga terdiri dari

berbagai etnls yang berasal dari berbagai negara maupun berbagai

daerah di Indonesia, yang semuanya itu tnembaur dengan penduduk asli

Surabaya. Mata pencaharian penduduk adalah pedagang. pengusaha dan

pegawai baik negeri maupun srvasta. ]umlah pendudrtk Kota Surabaya

yang banyak tersebut memerlukan ketersediaan tanah untuk rumah

tempat tinggal guna memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka Ban]'ak

penduduk yang masih belum mempunyai hak atas tanah sendiri dan

harus nremakai tanah Pemerintah Kota Surabaya. Kebanyakan mereka

adalah berpenghasilan rendah, dan luas tanah vang dikuasai atas izin

pemakaian tanah tidak lebih dari 250 m2. Untuk ltu agar terpenuhi

kebutuhan tanah untuk rurr,ah bagi masyarakat dan agar tanah yang
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akan dilepaskan atas dasar pcraturan daerah nantinya tidak jatuh pada

spekulan tanah maka dalam raperda ini diLtsulkan bahwa tanah yang

dapat dilepaskan adalah tanah yang telah dikuasai minimal selama 20

tahun berturut-turut oleh si pemohon.
,-

Dalam kaitan dengan perolehan data mengenai luas persil tidak

lebih dari 250 m2 dan peruntukannya untuk rumah tinggal dan pemegang

izin terakhir telah memiliki minimal selama 20 tahun, maka pemerintah

Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah

melakukan verifikasr data lzin Pemakaian Tanah melalui 3 Tahapan yaitu:

1) Pengambilan dan sortir data IPT dari Softrvare DPBS dan infokom

(lPT TotalJ

2) Verifikasi data IPT dengan luas persil 250 m2 dan peruntuka

perumahan (lPT 2 Kriteria)

3) Verifikasi data IPT dengan pemegang izin terakhir memiliki minimal

20 tahun. (lPT 3 Kriteria)

Berdasarkan hasii verifikasi tersebut diatas diperoleh data sebagai

berikut:

TABEL 1

HASIL VERIVIKASI SURABAYA BARAT:
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TABEL 2

HASIL VERIFIKASI SURABAYA TIMUR
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HASIL VERIFIKASI SURABAYA UTARA

PAS:Ar.larf,j r'.1
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TABEL 4

HASIL VERIFIKASI SURABAYA SELATAN

-

TABET 5

HASIL VERIFIKASI SUMBAYA PUSAT
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TABEL 6

HASIL VERIFIKASI SELURUH SURABAYA

IPT ToTAL = 48.200 persil

TABEL 7

HASIL VERIFIKASI SELURUH SURABAYA

IPT 2 KRITERIA = 36.0?0 Persil
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TABEL 8

HASIL VERIFIKASI SELURUH SURABAYA

IPT 3 KRITERIA = 1 1.958 persil

Dari delapan tabel di atas tampak bahwa banyak tanah Pemerintah

Kota Surabaya yang diberikan dengan izin pemakaian tanah (IPTJ

dengan luas yang berbeda beda tetapi sebagian besar tidak lebih dari

2 50M2. T'anah-tanah tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari

Pemerintah Kota terutama terkait derlgan pelepasan tanah aset

Pemerintah Kota SurabaYa.

C. Landasan Yuridis

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pelnerintahan harus dilakukan

berdasalkan kewenangan yang diberikan oleh hukum Suatu tindakan

yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang ielas adalah berakibat batal

demi hukum. Dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah

Kota Surabaya t"ntrng Pelepasan Tanah Asset Pemerintah Kota

Surabaya, maka dapat menggunakan dasar rvewenang Sebagai berikut:
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1.

2.

3.

6.

7.

4.

5,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun i950 tentang Pembentukan Daerah

Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi lawa Timur/Jarva

Tengah/Jarva Barat dan Daeiah lsrimelva Yogvakarta sebagaimatta

telah diubah . dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Tahun i965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

N cgara Nonror 2730);

Undang-Undang Nornor 5 Tahtrn 1960 tentang Pei-aturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria [,enrbaran Ncgara Republik lndonesia Taltun

1960 Nomor104 Tambahan Letnllaran Negara Republik lndonesia

Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan

Karvasan Penruki;rtan, (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 7 Tarnbahan Lenlbaran Negara Republik Indoncsia

Nomor 51BB);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susttn

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108

Tambahan Lembaran Negara Reptrblik lndonesia I'lomor 5252J;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhrr dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lcmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahrn Lembaran Negara Republik

lnd onesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik lndonesia Nomor 4438);

Peraruran Pemerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaarr

Barang 14 ilik N ega ra/ Dae rah.
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9.

Peraturan Daerah Kota Surabaya l,lomor 13 Tahun 2010 Tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Surabava Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Surabaya N-onlor 11].

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Bararrg Milik Daerah (l-embaran Daerah Kota Surahaya

Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lemtraran Daerah Kota Surabaya

Nomor' 13J
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BAB V

IANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PEMTURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang bcrisi :

a. Konsep dan defi I.risinya

b. Singkatan yang digunakan dalam Peraturan Daerah

c. Maksud dan tujuan Peraturan Daerah

Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pelepasan Tanah Aset

Pemerintah Kota Surabaya, substansi ketentuan umum antara lain meliputi:

1. Daerah adalah Kota SurabaYa.

2. Dervan Penvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota S.rrabaya

4. Kepala Daerah adalah lvalikota Suraba.va.

5. Asisten administi-asi umum arialah Asisten Administrasi Umum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah

B. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan

Tanah Kota SurabaYa

9. Sekretaris adalah sekretaris Daerah Kota Surabaya

10. Tanah adalah tanah yang dikuasa oleh Pemerintah Kota Surabaya

11. lzin Pemakaian Tanah adalah izin yang diberikan oleh Walikota Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan

merupakan pemberian hak pakai atau hak atas tanah lainnya
I

sebagaimana diatdr dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950'

12. Pemegang izin Pemakaian Tanah adalah orang atau badan Hukum yang

telah menCapat izin pemakaian tanak
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13. Pemohon arlalah perlegang izin pcin;k:rii)Ir tanirh yang menga;ukan

permohonatr untuk mendapatkan hak milik cias tanah asset Pemerintah

Kota Surabava l,ang telah diterbitkan ijln pcnlakaiatr tanah atas naman)Ia

atau pervan sni'a.

14. Pelepasan hall adalah melepaskan hubungall entil13 pemcgang hak atas

tanah dengan tanah 1,ang dikuasainya dcngan mcmberikan ganti kerugian.

15. Panrtia adalalt para pcjabat yang dituntuk oleh Vhl!kota untul': melakukan

tugas menilJi, mcnaksir dan rnenetapkan bcsarry,'a ganti kerugian akibat

pelepasan.

B, Materi Muatan Peraturan Daerah

Matcri nruatan Peraturan Daerah Tcntang Pelepasan Tanah asset

Pemerintah Kota Surabaya berisi aturan atau nornla . baik bcrupa norma

kervenangan maupun norma perilaku, lJornla kcrvenangan merupakan

aturan yang memberikan kervenangan keparia Kepala Daerah untuk

mernberikan persetuiuan pelepasan tanah Pemerintah Kota Surabaya

terhadap tanah -vang tclah diterbitkan izin pemakaian tanah kepaCa

permohonan orang ataLl badan pemegang izin penlakaian tanah Sedangkan

norma perilaku adalah aturan dalam Peraturan Daerah yarlg berisi izin,

perintah dan Iarangan daiam pclepasan t:lnah Jsset pemerintah kcta

Surabaya,. Sistematika muatan matcri Peraturan Daerah Tentang Pelepasan

Tanah Asset Pe,'nerintah l(ota Surabaya adaiah sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

Ketentuaril Unrum

Maksud dan 'l'u juan

Su byek cian obyck Pelepasarr

Tata Cara Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah

Hak Dan Ken,ajiban Pemohon

Kepatritiaan

Penetapan Ganti Kerugian

Ketentuan Sa nksi

Ketentuan Peralihan

Ketentuan PenutuP
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BAB VI

PENUTUP

Simpulan

Nlateri muatan yang akan diatur dalanl Perattlran Daerah ini meliputi

ketentuan mcngcltai pelepasan tanah Yang mer'lpakan aset Pernerintah

Kota Surabaya yqng didasarkan pada perattiran pentndang-unda ngan

yang terkalt tentang pelepasan hak atas tanah dan kewenangan

melakukan pelepasan hak oleh pemerintah kota Surabaya Pengaturan

pelepasan tanah aset pemerlntah Kota Surabaya bertu,uan untuk

memberikan legitlmasi kepada pernerintah daerah dalam pelepasan

tanah asset yang dipunyai oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada

masyarakat yang selama ini telah memiliki izin pemakaian tanah' Dengan

adanya peraturan tersebut akan tercipta kcpastian hukum baik bagi

pemerintah dalam melepaskan tanah assetnva, serta memberikan

pengaturan bagi masyarakat dalam menga;ukan pernrohonan utrtuk

mcndapatkan hak milik atas tanah terhadap bidang tanah yang telah

dikuasainya tlengan izin pemakaian tanah Deligan adanya pengaturan

pelepasan tanah asset maka diharapkan dapat memberikan manfaat

kepada masyarakat khususnya dalam menguasai tanah dengan status

tanah hak rnilik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

B. Saran

Agar pelaksanaan penyxsunan Peraiuran Daerah Tentang Peiepasan

Tanali Aset Pemerintah Kota Surabaya dapat dilaksanakan dengan baik,

maka diperlukan mekanisme dan prosedur yailg transparan dan juga

pembiayaan yang cukup. Untuk itu harus dibuat;adwal sertatahapandan

kegiatan untuk setiap tahapannya
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